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Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan harus ditangani secara komprehensif dan optimal
oleh seluruh pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai daerah. Melalui Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) harus terus
berupaya meningkatkan kinerja dalam memberikan perlindungan terhadap
perempuan terhadap kekerasan perempuan.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
Peranan DP3APMP2KB Kota medan menangani Kekerasan perempuan serta
menganalisis faktor penghambat dalam Peranan DP3APMP2KB menangani tindak
kekerasan perempuan.Teori yang digunakan teori peranan dari Henry Mintzberg
dalam Thoha (2013). dengan menggunakan metodologi jenis kualitatif. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui observasi,wawancara dan dokumentasi.Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Dinas DP3APMP2KB kota Medan
sudah efektif dibuktikan dengan Peranan hubungan antar pribadi (Interpersonal
role) dinas melakukan sosialisasi,penyuluhan,dan penyebarluasan informasi
tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Peranan yang Berhubungan
dengan Informasi(Informational role)DP3APMP2KB, memberikan informasi
pengaduan melalui online ataupun offline yang dimana pihak DP3APMP2KB
sudah membuat platform.Peranan Pembuat Keputusan (Decisional role)
DP3APMP2KB Kota Medan membantu korban melalui pemulihan psikosisoal,
kesehatan, dan menyediakan rumah aman bagi korban. Hambatan dalam Peranan
DP3APMP2KB Kota medan menangani Kekerasan perempuan yaitu Rendahnya
Kesadaran Masyarakat, Kurangnya Tenaga Ahli, Kurangnya Dana Operasional.

Kata Kunci: Peranan, Kekerasan , Penanganan
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap sesame manusia telah memiliki sumber atau alasan
yang bermacam macam, seperti politik, keyakinan agama, rasisme dan ideologi
gender. Salah satu sumber kekerasan yang diyakini penyebab kekerasan dari
lakilaki terhadap perempuan adalah ideologi gender. Sejarah perbedaan gender
(gender differences) antara manusia jenis kelamin laki-laki  dan
perempuanterjadimelalui proses yang sangat panjang, oleh karenaitu, terbentuknya
perbedaan-perbedaan gender disebabkan oleh banyak hal diantaranya, dibentuk,
disosialisasi, diperkuat bahkan dikontruksi secara sosial dan cultural baik melalui
ajaran keagamaan maupun negara.

Perbedaan gender tersebut akhirnya dianggap ketentuan Tuhan seolah-olah
bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi sehingga perbedaan gender
dianggapdan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan, misalnya
masyarakat sering menganggap bahwa “kodrat wanita® adalah mendidik
anak,merawat anak, dan mengelola kebersihan dan keindahan rumah tangga.

Mansour Fakih (2005:12), mengatakan bahwa perbedaan gender
sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan
gender, namun yang menjadi persoalan gender telah melahirkan berbagai
ketidakadilan, bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender terwujud dalam
berbagai bentuk ketidakadilan, seperti marginalisasi atau peroses pemiskinan

ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam wurusan politik,
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pembentukan sterotip atau pelabelan negatif, kekerasan (violence). Beban
kerjalebih panjang dan lebih banyak (burden).

Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu global yang menimbulkan
dampak serius dan berkepanjangan bagi korban serta komunitas di sekitarnya.
Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak sering kali dilaporkan di berbagai
belahan dunia, mencerminkan suatu masalah yang tidak mengenal batas geografis
atau budaya. Perempuan yang seharusnya berada dalam fase aman dan nyaman,
sering kali menjadi korban dari tindakan kekerasan yang brutal. Kekerasan ini tidak
hanya melukai secara fisik, tetapi juga merusak kondisi psikologis dan emosional
mereka, dengan konsekuensi jangka panjang yang dapat mempengaruhi kehidupan
di masa mendatang.

Fenomena ini dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari
kondisi ekonomi yang buruk hingga budaya patriarki yang kuat. Dalam banyak
kasus, perempuan yang hidup dalam kemiskinan menjadi lebih rentan terhadap
eksploitasi kkerasan karena mereka sering kali terpaksa bekerja atau berada di luar
rumah tanpa pengawasan yang memadai. Selain itu, norma sosial yang menganggap
masalah kekerasan sebagai aib keluarga sering kali menyebabkan banyak kasus
tidak dilaporkan dan korban tidak mendapatkan bantuan yang diperlukan. Kondisi
ini diperburuk oleh kurangnya edukasi dan kesadaran mengenai hak-hak
perempuan

Ketidaksetaraan gender juga menjadi akar dari kekerasan perempuan di
Kota Medan. Perempuan sering kali dianggap lebih rendah dari pada aki-laki,

sehingga mereka lebih rentan menjadi korban kekerasan. Dalam banyak kasus,
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pelaku memanfaatkan posisi mereka yang lebih kuat secara fisik atau sosial untuk
mengeksploitasi perempuan. Faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan di
Kota Medan sangat kompleks dan multidimensi, mencakup aspek ekonomi, sosial,
budaya, pendidikan, dan hukum. Upaya untuk mengatasi masalah ini harus
melibatkan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan kesadaran
masyarakat, pendidikan, perbaikan kondisi ekonomi, serta penegakan hukum yang
lebih tegas.

Selain itu, kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan
masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan
mendukung bagi perempuan, sehingga mereka dapat hidup dengan aman tanpa
ancaman kekerasan. Pada kenyataanya selama lebih dari tujuh puluh tahun
Indonesia merdeka, penegakan Hak Asasi Manusia masih jauh dari kata
memuaskan. Hal ini tercermin dari kejadian tindak kekerasan terhadap perempuan
yang merupakan salah satu fenomena paling krusial saat ini, seperti halnya
banyaknya perempuan yang dilecehkan dan diremahkan seperti penyiksaan
terhadap perempuan sampai merenggut nyawa.

Kasus kekerasan yang sering terjadi pada perempuan Indonesia adalah
KDRT (Agung Budi Santoso, 2019:23). Dimana perempuan yang sering dianggap
sebagai pribadi yang tugasnya melayani suami. Pandangan bahwa perempuan itu
lemah, penurut dan tidak dapat memimpin mengakibatkan anggapan perempuan
nomor dua setelah laki-laki. Akibatnya perempuan dengan kepribadian tersebut
sangat rentan menjadi obyek kekerasan, baik kekerasan secara fisik maupun

kekerasan secara psikis.
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Persoalan KDRT selain melukai akan korban juga menimbulkan
dampak psikologi bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan tersebut.
Sebagai salah satu isu kejahatan masyarakat yang terjadi secara global.
Kekerasanperempuan yang seharusnya menjadi permasalahan privat kini menjadi
persoalan publik. Meskipun negara telah menerapkan peraturan dan sanksi terhadap
kekerasan perempuan namun masih belum bisa menghapus kasus kekerasan
terhadap perempuan. Selanjutnya terdapat juga kasus kekerasan pada perempuan
dalam perempuan tindak kekerasan yang tutup mulut, tidak mau bercerita pada
siapa pun tentang penderitaan yang dirasakannya. Ini dikarenakan jika mereka
mengadukan apa yang mereka alami, korban justru berpotensi untuk memperoleh
kekerasan berikutnya, dan jika apabila kasus tersebut terungkap, akan membawa
dampak psikis karena aibnya telah diketahui oleh banyak orang.

Hal ini akan mengakibatkan korban semakin sedih dan semakin
memendam penderitaannya. Wujud nyata dalam melakukan perubahan dalam
menanggapi masalah diskriminasi terhadap perempuan (kekerasan terhadap
perempuan) dibuktikan dengan adanya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang ikut serta dalam konvensi
ini dengan meratifikasinya melalui Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi PBB mengenai penghapusan segala
bentuk diskriminasi trerhadap wanita.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan merupakan momentum sejarah bagi
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bangsa Indonesia, khusunya perempuan. Lahirnya Undang—Undang tersebut
merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi lahirnya
undang—undang tersebut juga dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain
bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala
bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala kekerasan terutama kekerasan
dalamrumah tangga khususnya kaum perempuan merupakan pelanggaran hak asasi
manusia (Fathul Jannah dkk, 2002).

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan
perlindungan terhadap kaum perempuan belum juga membawa hasil. Hal itu
disebabkan karena belum diimplementasikan secara maksimal, bahkan akhir- akhir
ini wacana yang membahas tentang kekerasan terhadap perempuan semakin banyak
ditemukan diberbagai media, baik media massa ataupun media elektronika.
Kekerasan itu tidak hanya terjadi diluar rumah, namun kekerasan itu terjadi di
dalam rumah tangga.

Tindak kekerasan Perempuan masihbanyak terjadi di kota medan,
walaupun sudah diterapkan Peraturan daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara
Nomor 3 Tahun 2019 tentang perlindungan Perempuan, hal ini belum cukup
menjadi basis dalam mengatasi perilaku kekerasan pada perempuan. Berdasarkan
data dari DP3APM pemko Medan, jumlah kasus kekerasan pada tahun 2020 ada 36
kasus, kasus tersebut sudah di tangani dari bulan Januari sampai Juni 2020.
Terhitung pada bulan Januari menangani 11 kasus, Februari 6 kasus, Maret 5 kasus,
April 4 kasus masih dalam proses, Mei tidak ada kasus di karenakan adanya covid

dan Juni 6 kasus tapi 3 kasus masih dalam proses karena ketidakhadiran yang
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dilaporkan. Dari data tersebut Kota terlihat bahwa pada tahun 2020 kasus kekerasan
terhadap perempuan yang ada di Kota Medan terus mengalami penurunan, ini
terbukti bahwa masih ada kasus yang tersembunyi atau yang belum di laporkan.
Hal ini melihat bagaimana kinerja dari DP3APM menjadi masalah
tersendiri bahwa kasus yang terjadi melonjak tetapi banyak yang belum di laporkan.
Tetapi diliat dari data Komnas Perempuan, pengaduan kasus kekerasan terhadap
perempuan di kota Medan terjadi peningkatan sebesar 1,15 persen di tahun 2022
bila dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 4.322
kasus, sedangkan tahun 2022 sebanyak 4.371 kasus (Hasyim,5:2023). Dari data
tersebut dapat diliat masih tingginya angka kekerasan yang terjadi pada Perempuan
yang belum dapat perhatian dari pemerintah. Dapat dilihat pada Grafik Dibawah

ini.
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Gambar 1. Grafik Kekerasan terhadap Perempuan
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Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DP3APM2PKB) Kota Medan memiliki wujud nyata dalam melakukan perubahan
dalam menanggapi masalah diskriminasi terhadap perempuan (kekerasan terhadap
perempuan) dibuktikan tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap
perempuan. Untuk mewujudkan perempuan dan anak yang sejahtera, perlu
dukungan dari semua pihak. Karena, saat ini perempuan dan anak adalah
merupakan kelompok rentan yang sering kali mengalami kekerasan dan
diskriminasi.

Perempuan korban kekerasan sebagian besar memerlukan pendamping
yang bisa mengerti dan melindungi serta mampu membantu mereka dalam
menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Dalam melaksanakan tugasnya,

tidak adanya informasi terbuka tentang program Dinas Pemberdayaan Perempuan,
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Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana (DP3APM2PKB) Kota Medan menjadi pertanyaan
bagaimana perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat di kota
Medan sebagaimana tugas utama dari Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana (DP3APM2PKB) Kota Medan. Untuk itu, perlu peran dari
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat dan  Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DP3APM2PKB) Kota Medan danjuga pihak-pihak lain agar kekerasan serta
diskriminasi kepada perempuan dan anak tidak terjadi lagi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis merasa
tertarik mengangkat suatu permasalahan sebagai bahan penelitian penulis dengan
ingin melihat serta meneliti permasalahan tersebut penulis mengambil
judulpenelitian “PerananDinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DP3APM2PKB) Kota Medan™.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan
masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak
dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana (DP3APM2PKB) Kota Medan MenanganiTindak Kekerasan

Perempuan?
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2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat PerananDinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APM2PKB) Kota
Medan MenanganiTindak Kekerasan Perempuan?
1.3 Tujuan Penelitian
Dari latar belakang serta perumusan masalah maka tujuan dan kegunaan
penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana (DP3APM2PKB) Kota Medan MenanganiTindak Kekerasan
Perempuan .

2. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat Peranan Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APM2PKB) Kota
Medan Menangani Tindak Kekerasan Perempuan.

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat dalam penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoritik
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi tentang administrasi publik,
manajemensumberdaya manusia khusunya yang berkaitan dengan efektivitas peran
kebijakan publik terkait dengan Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk
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dan Keluarga Berencana (DP3APM2PKB) Kota Medan Menangani Tindak
Kekerasan Perempuan.
2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan
peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat dan  Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DP3APM2PKB) Kota Medan Menangani Tindak Kekerasan Perempuan.
Sehingga dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DP3APM2PKB) Kota Medan nantinya menurunkan tingkat kekerasan pada
perempuan . Pada akhirnya, peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana (DP3APM2PKB) Kota Medan mencapai keberhasilan penurunan
tingkat kekerasan perempuan di Kota Medan.
3. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber
ryjukan tambahan dalam penelitian lanjutan dan juga menjadi referensi bagi
mahasisiswa atau peneliti lain yang melakukan kajian terhadap Peranan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APM2PKB) Kota Medan

Menangani Tindak Kekerasan Perempuan.
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peranan

Peranan dapat diartikan sebagai suatu perangkat yang sangat penting
yang diharapkan dimiliki oleh individu yang menduduki posisi atau memiliki
kedudukan tertentu dalam masyarakat. Kedudukan dalam konteks ini merujuk pada
posisi yang dimiliki seseorang dalam struktur sosial, yang mencakup serangkaian
hak dan kewajiban yang terdefinisi dengan jelas. Hak dan kewajiban tersebut
merupakan bagian integral dari peran yang harus dijalankan oleh individu dalam
posisi atau kedudukan tersebut. Dengan demikian, seseorang yang menempati
posisi tertentu dapat dianggap sebagai pemegang peranan yang harus memenuhi
dan menjalankan tugas, tanggung jawab, serta fungsi-fungsi yang terkait dengan
peran mereka.

Peran secara substansial mencerminkan tugas dan tanggung jawab yang
melekat pada individu yang berada dalam suatu kedudukan atau posisi dalam
masyarakat. Ini melibatkan serangkaian perilaku yang diharapkan, norma-norma
yang harus diikuti, serta kontribusi yang diharapkan dari individu tersebut dalam
konteks lingkungan sosialnya. Peran ini dapat bervariasi secara signifikan
tergantung pada jenis kedudukan atau posisi yang dimiliki seseorang dalam

masyarakat.
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Dalam konteks yang lebih luas, peran juga mencakup bagaimana
individu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya sesuai dengan posisi sosial
mereka. Hal ini mencakup interaksi dengan individu lain, kelompok-kelompok
tertentu, serta bagaimana individu tersebut berkontribusi dalam menciptakan
dinamika sosial yang sehat dalam masyarakat. Pentingnya memahami peran dalam
suatu kedudukan di masyarakat adalah agar individu dapat berfungsi secara efektif
dan efisien dalam konteks sosialnya. Dengan memahami peran mereka, individu
dapat lebih baik memenuhi harapan sosial, menjaga keseimbangan, serta
berkontribusi secara positif dalam memajukan masyarakatnya.

Menurut Soejono Soekanto (2012: 212) Peranan (role) merupakan
aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan
kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.
Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu
pengetahuan. Keduanya tidak dapat pisahkan, karena yang satu tergantung pada
yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa
peranan.

Kemudian menurut Riyadi (2002: 138) peran dapat diartikan sebagai
orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi
sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi
akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan
sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu,

tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan
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dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya
dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok,
baik kecil maupun besar, yang kesemuannya menjalankan berbagai peran.
Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang.
Peranan  menyebabkan seseorang pada  batas-batas  tertentu  dapat
meramalkanperbuatan—perbuatan orang lain. Peranan yang melekat pada diri
seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi
seseorang dalam masyarakat (sosial position) merupakan unsur statis yang
menunjukan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak
menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang
menduduki sesuatu posisi dalam masyarakat sera menjalankan suatu peranan.
Sutarto (2009: 138-139) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari
tiga komponen, yaitu:
a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan
dengan suatu situasi tertentu.
b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki
posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada
pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi,
maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.
c. Berdasarkan pendapat tersebut, terdapat beberapa penafsiran yang dapat
diperoleh mengenai konsep peran:

d. Peran merupakan pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar
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hubungan sosial tertentu. Ini mencerminkan ekspektasi yang ditempatkan pada
individu dalam konteks interaksi sosial mereka. Sebagai contoh, dalam lingkungan
kerja, seorang manajer diharapkan untuk memberikan arahan dan kepemimpinan
kepada stafnya, sementara staf diharapkan untuk melaksanakan tugas yang
diberikan oleh manajer. Dalam hal ini, peranmenjadi panduan bagi perilaku yang
diharapkan dalam interaksi antarindividu.

e. Peran juga merupakan pengaruh yang berhubungan dengan status atau
kedudukan sosial tertentu. Ini mengacu pada perbedaan-perbedaan dalam peran
yang dipegang oleh individu berdasarkan posisi atau kedudukan mereka dalam
struktur sosial. Misalnya, peran seorang guru berbeda dengan peran seorang murid
dalam konteks pendidikan. Guru memiliki peran untuk memberikan pengetahuan
dan arahan, sementara murid memiliki peran untuk belajar dan mengikuti instruksi
guru.

f. Peran terjadi bilamana seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-
kewajibannya sesuai dengan statusnya. Ini menggambarkan bahwa peran tidak
hanya berfokus pada apa yang diharapkan dari individu, tetapi juga melibatkan
pelaksanaan hak dan kewajiban yang terhubung dengan posisi sosial atau status
yang dimiliki seseorang. Sebagai contoh, dalam masyarakat, seorang pemimpin
tidak hanya memiliki hak untuk mengambil keputusan tetapi juga memiliki
kewajiban untuk memimpin dengan bijaksana dan bertanggung jawab.

j. Peran terjadi saat ada suatu tindakan dan kesempatan yang diberikan. Ini
menunjukkan bahwa peran tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga terkait dengan

tindakan konkret yang dijalankan oleh individu. Kesempatan untuk menjalankan
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peran ini bisa muncul dari lingkungan atau situasi tertentu yang memungkinkan
individu untuk berperan sesuai dengan posisi atau status yang mereka miliki.
Misalnya, seorang anggota tim dalam sebuahproyek akan mengambil peran tertentu
berdasarkan kemampuan dan kesempatan yang ada.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan konsep
yang kompleks yang melibatkan pengaruh yang diharapkan, hubungan dengan
status sosial, pelaksanaan hak dan kewajiban, serta tindakan yang dilakukan sesuai
dengan kesempatan yang ada. Konsep ini memainkan peran penting dalam
membentuk interaksi sosial dan mengatur perilaku individu dalam konteks
masyarakat.

Menurut Soekanto (2002:242), pembagian peran terdiri dari tiga
kategori, yakni:

1. Peran Aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok
karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas
kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2. Peran Partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota
kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang
sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat
pasif, dimana anggota kelompok menahan dari agar memberikan
kesempatan kepada fungsi - fungsi lain dalam kelompok sehingga
berjalan dengan baik

dapat juga kita lihat Henry Mintzberg dalam (Thoha, 2013) ada 3 peranan
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utama yang dimainkan oleh setiap orang/manajer dimanapun letak hirarkinya.
Dari 3 peranan utama ini kemudian diperinci menjadi 3 peran yaitu:
1. Peran Hubungan Antar Pribadi (Interpersonal Role) yang terdiri dari:

a) Peran sebagai Figurehead, yakni suatu peranan yang dilakukan untuk
mewakili organisasi yang dipimpinnya di dalam setiap kesempatan dan
persoalan yang timbul secara formal.

b) Peran sebagai pemimpin (Leader), dalam peranan ini menejer bertindak
sebagai pemimpin.

c) Peran sebagai pejabat perantara (LiaisonManager), disini manajer
melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staff dan
orang-orang lain yang berada diluar organisasinya untuk mendapat
informasi.

2. Peran yang berhubungan dengan informasi (Informational Role), yang
terdiri dari:

a) Sebagai monitor, peran ini mengidentifikasi sesorang manajeer sebagai
penerima dan pengumpulan informasi, agar ia mampu untuk
mengembangkan suatu pengertian yang baik bagi organisasi yang
dipimpinnya, dan mempunyai pemahanan yang komplit tentang
lingkungannya.

b) Sebagai dessiminiator, peran ini melibatkan manajer untuk mengangani
proses transmisi dari informasi-informasi ke dalam orgabisasi yang

dipimpinnya.
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c) Sebagai juru bicara (Spokesman), peran ini dimainkan manajer untuk

menyampaikan informasi keluar lingkungan oraganisasinya.
3. Peran Pembuat Keputusan (Decisional Role), terdiri dari:

a) Peran sebagai enterpreneur, peran ini manajer bertidak sebagai
pemarkarsa dan perancang dari banyak perubahan-perubahan yang
terkendali dalam oragnisasi.

b) Pean sebagai penghalau gangguan (Desturbande Handler), peran ini
membawa manajer untuk bertanggung jawab terhadap organisasi ketika
oraganisasinya terancam bahaya, misalnya: akan dibubarkan, terkena
gossip, isu-isu kurang baik, dan lain sebagainya.

c) Peran sebagai sumber (Resource Allocator), mengbagi sumber dana
adalah suatu proses pembuatan keputusan. Disini manajer diminta
mamainkan peran untuk memutuskan kemana sumber dana akan
didistribusikan kebagian-bagian organisasinya.

d) Peran sebagai negosiator, peran ini meminta kepada manajer untuk aktif
berpartisipasi dalam arena neogosiasi.

Soerjono Soekanto(2015:210)berpendapat bahwa“Peranan”
merupakan aspek dinamis kedudukan (status)apabila seseorang melaksanakan hak
dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan
Menurut Soerjono Soekanto, (2015: 211) perananyang melekat pada diri seseorang
harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang
dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada

organisasi masyarakat.Suatu peranan mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut :
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a. Peranan meliputi norma —norma yang dihubungkan dengan posisi atautempat
seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian
peraturan —peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan
kemasyarakatan
b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam
masyarakat sebagai organisasi
c. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi
struktur  sosial masyarakat.
2.2. Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut Mc Ardle adalah sebagaimana yang dikutip
Hikmat (2010: 3) yaitu pemberdayaan diartikan sebagai proses pengambilan
keputusan oleh orang orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan
tersebut. Orang orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui
kemandiriannya, bahkanmerupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui
usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan dan sumber lainnya
dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan
eksternal. Namun demikian, hal tersebut bukan untuk mencapai tujuan, melainkan
makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan.

Istilah keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan
individu yang bersenyawa dengan invidu-individu lainnya dalam Masyarakat untuk
membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Memberdayakan

masyarakat adalah upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan itu untuk
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meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi
yang tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat
keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan
dan memandirikan masyarakat (Anwar, 2007: 1).Dalam konteks yang lebih luas,
pemberdayaan atau pengembangan sumber daya manusia merupakan sebuah
konsep yang melibatkan upaya untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan
potensi individu serta komunitas. Lebih tepatnya, pemberdayaan manusia merujuk
pada proses yang bertujuan untuk memperluas pilihan-pilihan yang tersedia bagi
individu dalam masyarakat. Ini mencakup memberikan akses, pengetahuan,
keterampilan, dan dukungan yang diperlukan untuk membantu mereka membuat
pilihan yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi kehidupan.

Ketika membicarakan pemberdayaan atau pengembangan sumber daya
manusia, sebenarnya membahas tentang memberikan kesempatan kepada
individuuntuk meraih potensi yang maksimal. Ini bukan hanya tentang memberikan
sumber daya fisik, seperti pendidikan, keterampilan, atau akses terhadap pekerjaan,
tetapi juga tentang memperkuat kapasitas mental, emosional, dan sosial seseorang
yang diberdayakan. Pemberdayaan manusia memungkinkan individu untuk
menjadi lebih mandiri, mampu mengambil keputusan yang lebih baik, dan memiliki
kontrol atas kehidupannya sendiri.

Kunci dari konsep pemberdayaan adalah memberikan masyarakat alat
dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk membuat pilihan yang terbaik bagi
kehidupan. Hal ini termasuk memberikan akses kepada pendidikan yang

berkualitas, pelatihan keterampilan, akses terhadap sumber daya ekonomi, serta
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mendukung peningkatan pengetahuan tentang hak-hak yang seharusnya diterima.
Ketika masyarakat memiliki pengetahuan dan akses yang cukup, dapat membuat
keputusan yang lebih baik tentang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kehidupan
lainnya.

Oleh karena itu, masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang
memiliki pengetahuan, keterampilan, dan akses yang memadai untuk membuat
pilihan yang tepat. Dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk kehidupannya
sendiri, serta memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya yang
diperlukan untuk pertumbuhan dan kemajuan pribadi maupun komunal. Dalam
esensi pemberdayaan manusia, kesetaraan, aksesibilitas, dan kemandirian menjadi
kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih berdaya.

Faktor faktor determinan yang mempengaruhi proses pemberdayaan
antara lain, perubahan sistem sosial yang diperlukan sebelum pemberdayaan
yangsebenarnya dimungkinkan terjadi. Karena itu, perubahan struktur sosial
masyarakat dalam sistem sosial menjadi faktor terpenting dalam melaksanakan
pemberdayaan masyarakat.

Rojek mengemukakan sebagaimana yang dikutip Hikmat (2010: 14)
bahwa sistem sosial yang dimaksud termasuk didalamnya adalah sistem ekonomi
dan politik. Webb, mendukung pernyataan Rojek tersebut. Menurutnya, karena
hubungan antara individu dan komunitas adalah transaksional, refleksif atau
interaktif, sehingga komunitas dapat mempengaruhi perilaku individu. Karena itu,
menjadi sangat penting untuk memahami posisi masyarakat yang opresif dalam

konteks struktur sosial dan ekonomi dimana mereka hidup.
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Jadi, berdasarkan paparan sederhana diatas jelaslah bahwa proses
pengembangan atau pemberdayaan pada akhirnya akan menyediakan sebuah ruang
kepada masyarakat untuk mengadakan pilihan-pilihan. Sebab, manusia atau
masyarakat yang dapat memajukan pilihan-pilihan dan dapat memilih dengan jelas
adalah masyarakat yang mempunyai kualitas.

2.2.2 Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan memiliki fokus dan tujuan utama. Fokus dan tujuan
pemberdayaan secara operasional adalah terpenuhinya peran perempuan di dalam
proses pembangunan baik jangka pang ataupun jangka pendek sehingga perlu
diketahui bahwa indikator keberhasilan pemberdayaan dilihat dari apakah mereka
berdaya atau tidak. Sehingga apabila suatu program tentang pemberdayaan sosial
digunakan, maka segala upaya harus dikonsentrasikan pada aspek dan sasaran
terhadap perubahan misalnya: kurang mampu yang perlu di optimalkan
keberhasilan pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari keberdayaan yang
mengarah pada kemampuan keterampilan dan skill yang dimiliki.

Menurut Suharto (2005: 60) tujuan dari pemberdayaan menunjuk pada
keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu
masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun
sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi,
mempunyai mata pencaharian, berpastisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri

dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.
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Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas dengan
memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kaum perempuan untuk turut serta
dalam kegiatan pembangunan sehingga dapat menghasilkan suatu nilai tambah
keterampilan dan peningkatan kualitas diri. Dengan demikian pemberdayaan
perempuan di manifestasikan untuk meningkatkan status fungsi, dan peran bagi
individu, kelompok, keluarga dan masyarakat terhadap sumber daya untuk
meningkatkan kemamampuan dan keterampilan. Demikian, untuk mencapai semua
itu maka ada proses pemberdayaan yang dilakukan untuk memotivasi dalam bentuk
pelatihan, pendidikan dan keteramapilan sebagai modal pengembangan sumber
daya.

Upaya pemberdayaan masyarakat merupakan tuntutan utama
pembangunan, ini terkait dengan teori sumber daya manusia yang memandang
mutu penduduk sebagai kunci utama pembangunan. Banyaknya penduduk bukan
beban suatu bangsa, bila mutunya tinggi, untuk itu pembangunan
hakekatmanusiawi hendaknya menjadi arah pembangunan dan perbaikan mutu
sumber daya manusia akan menumbuhkan inisiatif dan kewiraswastaan (Anwar,
2007: 3).

Tikson (2000), Pembangunan merupakan alternatif yang dapat
dilakukan diantaranya adalah peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup perempuan
kemudian sasaran utamanya adalah kaum perempuan dibina dan diberdayakan agar
kaum perempuan memiliki akses kontrol sehingga bisa berkontribusi terhadap
pembangunan dan punya peran yang sama seperti kaum laki-laki. Berdasarkan

tersebut pemikiran uraian pemikiran di atas, maka dalam aktivitas pemberdayaan
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ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu:

1.Pengetahuandasar danketerampilanintelektual(kemampuanyang
mengananalisis sebab akibat terhadap setiap permasalahanyang muncul).
2.Mendapat akses menuju sumber daya yang besifat materi atau nonmateri guna
untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Organisasi serta
manajemen menjadi salah satu wadah pengelolaandan pengembangan keterampilan
untuk kegiatan kolektif pengembangan mereka.

2.2.3 Indikator Keberhasilan Pemberdayaan

Dalam implementasi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh
pemerintah desa, terdapat aspek kajian pemberdayaan masyarakat menurut Noor
dalam (Angriani et al., 2023). Aspek-aspek ini merangkum berbagai elemen penting
yang menjadi fokus dalam upaya pemberdayaan masyarakat, terutama dalam
konteks pengembangan ekonomi dan perlindungan sosial.

Pertama, konsep "Enabling" (pemberdayaan) bertujuan untuk
meningkatkan potensi masyarakat agar mereka mampu bersaing secara
sehat,mandiri, dan dapat berkembang. Ini berarti memberikan akses, sumber daya,
dan pendampingan yang diperlukan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk
berdaya dalam lingkup ekonomi dan sosial. Pemerintah berwenang seperti dalam
hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat (D3APM) dapat memainkan peran penting dalam
menyediakan lingkungan yang mendukung bagi masyarakat untuk tumbuh dan

berkembang, baik dari segi pengetahuan maupun infrastruktur.
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Kedua, konsep "Empowering" (memberdayakan) melibatkan
penyediaan sarana dan prasarana, seperti penyuluhan dan pelatihan, untuk
membantu masyarakat mengembangkan dan mengelola potensi yang ada. Melalui
pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan akses terhadap sumber daya,
masyarakat dapat mengubah potensi yang dimiliki menjadi peluang usaha yang
menghasilkan pendapatan. Pemerintah dapat menginisiasi program-program
pelatihan dan penyuluhan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Agar
perempuan tidak merasa terpinggirkan dan susah mengemukakan kekerasan dan
diskrimasi karena tidak adanya pendapatan jika kelak berpisah.

Ketiga, konsep "Protecting" (perlindungan) berkaitan dengan upaya
untuk melindungi masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kategori
ekonomi menengah ke bawah, dengan regulasi yang mampu mengatasi
ketidakseimbangan dalam persaingan. Perlindungan ini bertujuan untuk
memastikan bahwa masyarakat rentan tidak terpinggirkan dalam proses
pembangunan dan memiliki kesempatan yang adil dalam mengakses sumber daya
serta kesempatan ekonomi.

Dasar dari upaya pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan
pemberdayaan masyarakat adalah dengan merumuskan program dan kebijakan
yang sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok tani serta bertujuan untuk
meningkatkan perekonomian mereka. Ini mencakup penyusunan rencana dan
program yang bertujuan untuk memberikan dukungan langsung kepada sektor-

sektor ekonomi masyarakat, seperti pertanian atau usaha mikro dan kecil.
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Konsep-konsep ini juga terkait dengan pandangan yang disampaikan
oleh Edi Suharto mengenai indikator penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan masyarakat. Menurut Suharto, ada dua indikator utama yaitu
kemampuan dalam pertumbuhan ekonomi dan kemampuan dalam hal aspek
kultural dan politis. Oleh karena itu, pemerintah desa dapat menggunakan kedua
pernyataan tersebut sebagai dasar atau pijakan untuk merancang dan mengevaluasi
program-program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan efektif.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat bukan hanya tentang
memberikan bantuan atau program-program yang sifatnya pemberian, tetapi juga
tentang memperkuat kapasitas, pengetahuan, dan kemandirian masyarakat dalam
mengelola potensi mereka sendiri untuk keberlanjutan ekonomi dan sosial yang
lebih baik. Hal ini mewakili komitmen pemerintah desa dalam membawa
perubahan yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat yang mereka layani.

Pemberdayaan perempuan dilakukan untuk menunjang dan
mempercepat tercapainya kualitas hidup dan mitra kesejajaran antara laki-laki dan
Perempuan yang bergerak dalam seluruh bidang atau sektor. Keberhasilan
pemberdayaanperempuan menjadi cita-cita semua orang. Untuk itu, semua pihak
harus berkoordinasi dan bekerjasama agar indikator bisa tercapai.

2.3 Pengertian Gender

Gender merupakan sebuah istilah yang dikemukakan oleh seorang
ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki, yang
bersifaat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budayayang

dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil.Perbedaan ini sangat penting untuk
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diketahui, karena selama ini seringkali tercampur antara ciri-ciri manusia yang
bersifat kodrati dan yang bersifat bukan kodrati (gender).Perbedaan peran gender
secara sosial telah melahirkan perbedaan peranperempuan dan lak-laki dalam
masyarakat. (Puspitawati, 2013: 2)Kata“gender” dapat diartikan sebagai perbedaan
peran, fungsi, status dan tanggung jawab pada laki-lakidan perempuan sebagai hasil
dari sebuahbentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses
sosialisasidari suatu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karenanya
genderbervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu
berikutnya. Gender tidak bersifat kodrati, dapat berubah dan dapatdipertukarkan
pada manusia satu ke manusia lainnya tergantung waktu danbudaya setempat.
(Puspitawati, 2013: 1).

Untuk memahami gender tentu harus mampu membedakan antara
pengertian gender dengan pengertian seks atau jenis kelamin. Pengertianjenis
kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelaminmanusia yang
ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya,
bahwa manusia jenis kelamin laki-laki adalah manusia yang memiliki penis,
memiliki jakala dan memproduksi sperma. Sedangkan Perempuan memiliki alat
reproduksi , seperti Rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi sel telur,
memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui. Hal tersebut secara biologis
melekat kepada manusia yang berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki.
Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat
biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen

tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai
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kodrat (Fakih,2013:8).

Sehingga dapat disimpulkan pengertian gender merupakan suatu
konstruksi atau bentuk sosial yang bukan merupakan bawaan dari sejak lahir
sehingga dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat, waktu, budaya,status
sosial, negara, ideologi, politik, hukum, dan ekonomi. (Nugroho,2008:8).

2.4 Tindak Kekerasan

2.4.1Definisi

Menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa (2003:3) Suatu aksi atau
perbuatan yang didefenisikan secara hukum, kecuali jika unsur- unsur yang
ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan
melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani
tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai
tindak kekerasan.

Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang
mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain dengan unsur
berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang
dilukai (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001). Kekerasan menurut Mansour
Fakih (2001) adalah “serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas
keutuhan mental psikologi seseorang”. Pandangan Mansour Faqih menunjuk
pengertian kekerasan pada objek fisik maupun psikologis.hanya saja titik
tekannyapada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan
luka, cacat, atau ketidaknormalan pada fisik-fisik tertentu.

Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang
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disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang
kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa
suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu
tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.
2.4.2 Bentuk kekerasan
Kekerasan seringkali dilakukan terhadap perempuan. Bentuk kejahatan
yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan terhadap perempuan, diantaranya:

1) Tindak kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam
keluarga,termasuk pemukulan, penyalahguanaan seksual atas anak-anak
perempuan dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas
kawin (mahar), perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin
perempuan,dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap
Perempuan di luar hubungan suami-istri, serta kekerasan yang berhubungan
dengan eksploitasi.

2) Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologisyang terjadi dalam
masyarakat luas termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan,
dan ancaman sekual di tempat kerja,dalam lembaga —lembaga pendidikan,
dan sebagainya.

3) Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau
dibenarkan oleh Negara.

Secara khusus KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
Indonesia menyatakan kekerasan terhadap Perempuan sebagi korban yang

berkenaan dengan:
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a. Perkosaan (pasal 282)

b. Penggugurankandungan tanpa  seizing perempuan  yang

bersangktab(pasal 347)

c. Perdagangan perempuan (pasal 287)

d. Melarikan perempuan (pasal 332).

Di samping kejahatan-kejahatan di atas, sejumlah tindak kekerasan fisik

lainnya tidak diberi sanksi pidana. Akibatnya walaupun terjadi viktimisasi terhadap

perempuan, tidak dapat dilakukan tindakan hukum (Fathul Jannah dkk., 2002).

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam kajian pustaka, peneliti mengawali dengan menelaah penelitian

terdahulu yang memiliki keterkaitan serta relevansi dengan penelitian yang

dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat kajian pustaka berupa

penelitian yang ada.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama
No. Peneliti/Sumber/
Tahun

Judul

Hasil

1. | Puja Ayuni Bestary,
Ahmad Averus Toana,
Elvira Mulya

Nalien/Jurnal Ilmu

Peran Dinas Sosial
Pemberdayaan
Perempuan Dan

Perlindungan Anak

Berdasarkan hasil penelitian,
penulis menyimpulkan bahwa
dinas dalam menangani

kekerasan terhadap anak belum

pemerintahan (2022) | Dalam Menangani optimal. Hal ini dipengaruhi
Kekerasan Terhadap oleh keterbatasan sumber daya
Anak Di Kabupaten aparatur dan fasilitas
Tanah Datar pendukung anak, belum
terbentuknya Lembaga
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UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Mg((j:gn A

Document Accepted 28/10/24

YN ﬁaom (renositorvuma.acidl28/10/24




Rita Yanti Situmorang - Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan ....

Nama

No. Peneliti/Sumber/

Tahun

Judul

Hasil

Perlindungan Anak Terpadu
Berbasis Masyarakat
(PATBM) di semua desa,
terhambatnya hubungan
komunikasi antara dinas
dengan aparat desa dan juga
masyarakat, serta pandemi
yang melanda saat ini. Dari
penelitian ini diharapkan dinas
dapat Kembali menyusun
analisiskebutuhan pegawai,
dan analisis kebutuhan sarana
dan prasarana penunjang
perlindungan anak baik di
kantor maupun di Kabupaten
Tanah Datar, perlunya
membangun komunikasi
dengan masyarakat dengan
sosialisasi melalui media cetak
atau elektronik, radio, brosur,
film pendek serta Forum Group
Discussion dan mengajukan
usulan kepada pemerintah
daerah maupun provinsi untuk
membangun rumah singgah
yang berfungsi sebagai Unit
Pelaksana

Teknis Daerah.
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Tahun

Judul

Hasil

Hadi,Iskandar/journal

Peranan Dinas
Pemberdayaan
Perempuan dan
perlindungan anak
kabupaten Lombok
tengah dalam
menanganin kekerasan

terhadap perempuan

Berdasarkan tugas pokok dan
fungsinya Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Lombok
Tengah harus menjalankan
fungsinya sebagai fasilitator
dimana fasilitator adalah
sekelompok orang yang
mendampingi, memberi
semangat,pengetahuan,
bantuan, saran, suatu kelompok
dalam memecahkan masalah
sehingga kelompok lebih maju
(Nn, 2007:1). Filosofi dari
fasilitator adalah adanya suatu
kelompok yang memiliki
tujuan, rencana, gagasan,
program, sarana dalam
melaksanakan kegiatan dalam
memecahkan masalah yang
dihadapi secara bersama-sama.
Fasilitasi akan (selalu)
berkenaan dengan

kelompok. Fasilitasi adalah
sebuah proses dimana
seseorang yang dapat diterima
oleh seluruh anggota

kelompok, secara substantif

Nama
No. Peneliti/Sumber/
2. | BaiqLia
Hardiani,Ayatullah
gouverment and
politic/2019
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Nama
No. Peneliti/Sumber/
Tahun

Judul

Hasil

berdiri netral, dan tidak punya
otoritas mengambil kebijakan,
melakukan intervensi untuk
membantu kelompok
memperbaiki cara-
caramengidentifikasi dan
menyelesaikan berbagai
masalah, serta membuat
keputusan, agar bisa
meningkatkan efektivitas
kelompok itu (Roger M.
Schwarz, 1994: 4).
“Intervensi” berarti masuk ke
wilayah sistem yang sudah
berjalan untuk sebuah upaya
membantu mereka yang berada

dalam sistem.

3. | Ignatius Aji

Peran Dinas

Hasil penelitian

Bagaskara/Jurnal Pemberdayaan menunjukkanbahwa telah
Hukum Politik dan Perempuan Dan menjalankanperan dan
Kekuasaan (2022) Perlindungan Anak fungsinya sebagai organisasi
Kota Semarang Dalam | pemerintahan.Kendala yang
Memberikan dihadapi adalah belum
Pemenuhan Hak sinkronnya kebijakan
Terhadap Anak perangkat daerah dan masih
Korban Kekerasan adanya ketimpangan gender di
Dalam Rumah Tangga | masyarakat.
Pada Masa Pandemi
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No. Peneliti/Sumber/

Judul

Hasil

Covid-19

4. | Sitti Anita
Wahyuni,Sariah
Yusran,Farit

Rezal/Jurnal(2020)

Peran Dinas
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan Anak
Dalam Menurunkan
Tingkat Kekerasan
Pada Perempuan Dan
Anak Di Kota Kendari
Tahun 2019

Hasil: Hasil pada penelitian ini
menunjukkan Peran Dinas
P2TP2A di Kota Kendari
Tahun 2019 dalam
menurunkan kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak
terdiri dari peran di bidang
pencegahan, penanganan, dan
pemulihan yaitu Pencegahan
dilakukan dengan sosialisasi
dan koordinasi dengan
lembaga-lembaga terkait,
penanganan dilakukan dengan
pendampingan dan bantuan
hukum kepada korban dan
pelayanan kesehatan,
pemulihan dilakukan dengan
kegiatan reintegrasi yang
menjadi korban kekerasan.
Kesimpulan: menjanjikan
kepada masyarakat untuk lebih
terbuka dalam melaporkan
kejadian kekerasan perempuan
dan anak yang ditemukan di
masyarakat serta di tempat
penelitian untuk lebih

meningkatkan sosialisasi
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No. Peneliti/Sumber/

Judul

Hasil

mengenai hal tersebut kepada

masyarakat.

5. | Chrisi silap,Ventje
Kasenda,Neni
Kumayas/Jurnal
Jurusan [Imu

pemerintahan/2019

Peranan
DinasPemberdayanPer
empuan dan
Perlindungan Anak
Dalam Menangani
Kekerasan Terhadap
Perempuan di Kota

Manado

Kekerasan adalah
perbuatanterhadap seseorang
yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan
fisik, psikologis, atau
penelantaran rumah tangga,
termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan,
pemaksaan, atau perampasan
kemerdekaan secara hukum
dalam lingkungan rumah
tangga.Perempuan sering kali
menjadi korban diskriminasi,
pelecehan, dan menjadi obyek
kekerasan.Biasanya kekerasan
yang terjadi identik dengan
kekerasan fisik seperti
penganiayaan dan juga
kekerasan seksual seperti
pemerkosaan.Akan tetapi pada
kenyataannya kekerasaan
tersebut tidak hanya berupa
kekerasan fisik saja
melainkan juga merupakan
kekerasan psikis korban atau

kekerasan mental.Tindak
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Nama

No. Peneliti/Sumber/

Tahun

Judul

Hasil

kekerasan terhadap
perempuan merupakan jenis
kejahatan yang kurang
mendapatkan perhatian dan
jangkauan hukum dalam
masyarakat.Upaya untuk
meningkatkan pelayanan
terhadap perempuan korban
kekerasan harus mendapat
perhatian yang serius dari
pemerintah. Pemerintah
Provinsi Sulawesi Utara
melalui Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak berupaya memberikan
pelayanan melalui upaya —
upaya pemberian perlindungan
terhadap perempuan korban

kekerasan.

Sumber : Peneliti 2024

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian

terdahulu berfokus kepada anak sedangkan penelitian ini berfokus pada Perempuan.

Teori yang digunakan peneliti juga berbeda dengan penelitian terdahulu dan juga

penelitian terdahulu masih ada yang tidak menggunakan teori dan jumlah informan

yang berbeda .Perbedaan lokasi, dan cara analisis data juga menjadi alasan dalam

penelitian ini. Adapun persamaan dari peneliti pada penelitian terdahulu pada
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Teknik pengumpulan data seperti menggunakan wawancara, observasi, dan

dokumentasi.

2.6 Kerangka Berpikir

Peraturan Daerah (PERDA) Sumatera
Utara No 3 Tahun 2019 “Tentang
“Perlindungan Tindak Kekerasan

Perempuan dan Anak

Identifikasi Masalah :
1.Adanya Tingkat
kekerasan pada
Perempuan setiap tahun
2. Adapun pihak korban
takut untuk melakukan
pengaduan

!

Teori Peranan Henry Mintzberg

dalam Thoha (2013) :

1. Peran Hubungan Antar
Pribadi (Interpersonal Role)

2. Peran yang berhubungan
dengan informasi
(Informational Role)

3. Peran Pembuat Keputusan
(Decisional Role)

!

Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak
dan Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
(DP3AMP2PKB)
dalam menangani
Tindak Kekerasan
Perempuan

Faktor Penyebab tindak kekerasan
perempuan

Sumber:Peneliti2024

Berdasarkan Kerangka Berpikir diatas maka dapat dijelaskan bahwa fokus

pada penelitian ini ialah Kekerasan Perempuan, lokasi penelitian berada di Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan
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Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APM2PKB) Kota Medan.
Terdapat dua identifikasi masalah dan regulasi terkait perlindungan perempuan dari
tindak kekerasan di Kota Medan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana (DP3APM2PKB) Kota Medan memiliki keterlibatan terutama dalam
perlindungan perempuan yang mengalami kekerasan yang menimbulkan trauma
berkepanjangan bagi korban kekerasan tersebut. Maka dari itu Perda No 3 Tahun
2019 tentang Perlindungan PerempuanKorban Kekerasan harus diimplementasikan
agar apa yang menjadi tujuan dari kebijakan ini bisa dilihat hasilnya meliputi
apakah dengan kebijakan ini bisa mencegah kekerasan serta bisa memberikan
serangkaian tindakan perlindungan bagi korban baik untuk menindak perilaku
kekerasan dan memberikan rasa aman hingga memulihkan kondisinya.

Peneliti menggunakan teori Peranan Henry Mintzberg dalam Thoha (2013)
karena relevan dengan permasalahan yang diteliti dengan 3 isi yaitu :

1.Peranan Hubungan Antar Pribadi (Interpersonal Role)
2. Peranan yang berhubungan dengan informasi (Informational Role)
3 Peranan Pembuat Keputusan (Decisional Role)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor penyebab tindak

kekerasan perempuan.
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian
kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau
kuantifikasi lainnya. Penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis
Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat dan  Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DP3APM2PKB)Kota Medan Menangani Tindak Kekerasan Perempuan.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam desain penelitian.
Creswell (2012) menggambarkan penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk
menetapkan pentingnya ide sentral dan untuk mengeksplorasi masalah dan
mengembangkan pemahaman individu kecil dalam masalah sosial.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menanyakan tentang sifat
kejadian, atau distribusi variabel; itu melibatkan menggambarkan tetapi tidak
memanipulasi variable. Penelitian deskriptif menyatakan sesuatu secara alamiah,
sehingga dalam penelitian ini hanya mengukur apa yang sudah ada.
3.2Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.
Creswell menyatakan bahwa peneliti kualitatif mengumpulkan data sendiri dengan
cara menelaah dokumen, mengamati perilaku, dan mewawancarai informan.

Sumber data yang diperlukan penulis sebagai pedoman adalah sebagai berikut :
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1. Data Primer, yaitu data yang didapatkan atau diperoleh wawancara dengan
Pejabat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana (DP3APM2PKB)Kota Medan.

2. Data Sekunder, yaitu data yang didapatkan atau diperoleh dengan cara
mengumpulkan dari dokumentasi diperoleh dari jurnal dan penelitian terdahulu
mengenai Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana (DP3APM2PKB) Kota Medan Menangani Tindak Kekerasan
Perempuan.

3.3 Informan Penelitian
Peneliti menggunakan teknik Purposive sampling dalam pengambilan
sampel informan. Menurut Hadi Sampling adalah cara yang digunakan untuk
mengambil sampel, (sampling is the way of doing to get sample). Pengambilan
sampel adalah dibentuk untuk memilih beberapa proses individu dalam penelitian
sehingga mereka atau individu sebagai sukarelawan. Tujuan pengambilan sampel
adalah menggunakan beberapa individu untuk mendapatkan informasi mengenai
sistem informasi akuntasi. Sampling adalah cara mengambil sampel. Dalam
penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk pengambilan
sampel adalah purposive sampling.
Mendapatkan data yang lebih akurat dan mendalam dibutuhkan informan atau
narasumber dalam penelitian yang dilakukan dalam Peranan Dinas Pemberdayaan

Perempuan, PerlindunganAnak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian
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Penduduk dan Keluarga

Berencana

MenanganiTindakKekerasan Perempuan sebagai berikut :

(DP3APM2PKB)

Kota

1. Informan inti, merupakan para ahli yang sangat memahami dan dapat

memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian

dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, tokoh masyarakat

maupun akademisi (Sugiyono,2019).

2. Informan Utama, merupakan orang yang mengetahui secara teknis dan

detail dengan masalah penelitian yang akan dipelajari (Sugiyono,2019).

3. Informan Tambahan, yaitu siapa saja yang ditemukan di wilayah

penelitian yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah

yang diteliti (Sugiyono,2019).

Tabel2. Informan Penelitian

NAMA

Jabatan

Keterangan

ANASANSOR SIREGAR,SE

Kepala Upt
Perlindungan

Perempuan dan
Anak

Informan Utama

WATINI SARI DEWIL,SH.MH

Ketua Tim
Perlindungan Hak
Perempuan

Informan Kunci

HOTMA SITORUS

Perempuan Korban
Kekerasan

InformanTambahan

FATIMAH

Perempuan Korban
Kekerasan

InformanTambahan

TETTY SIAHAAN

Perempuan Korban
Kekerasan

InformanTambahan
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3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data kualitatif sepenuhnya digunakan dalam penelitian ini. Dalam
penelitian ini, peneliti menerapkan beberapa teknik untuk mengumpulkan data.
Teknik pengumpulan data sangat penting dalam melakukan penelitian karena
penelitian kualitatif membutuhkan data sebagai sumber utama untuk mengetahui
hasil penelitian. Peneliti menggunakan beberapa instrumen seperti pertanyaan
wawancara, lembar observasi, dan dokumen untuk memperoleh data. Metode
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Menurut Sujarweni observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara
sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini
observasi dilakukan dengan langsung berkunjung ke lokasi penelitian yaitu di Dinas
Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM)
kota Medan untuk memperoleh data dan informasi pendukung. Adapun proses
pengumpulan datanya peneliti melakukan observasi untuk mengetahui Peranan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat (DP3APM) Kota Medan Menangani Tindak Kekerasan Perempuan.

2. Wawancara

Menurut Saptutyningsih and Setyaningrum wawancara merupakan
kegiatan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber dengan tujuan untuk
menggali informasi, keterangan maupun pendapat mengenai suatu permasalahan.
Penulis akan mewawancarai informan. Wawancara yang dilakukan merupakan

wawancara in depth
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3. Dokumentasi

Dalam teknik ini peneliti biasa meninjau informasi berupa file atau data
berupa foto ataupun catatan yang bisa digunakan sebagai bahan untuk menggali
informasi yang dibutuhkan peneliti dan sebagai bukti adanya interaksi dan
komunikasi yang terjadi dilapangan selama di Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan dan
saat wawancara serta rekaman wawancara.
3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Analisis Data

Analisis data menurut Creswell (2013;274) merupakan proses
berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data,
mengajukan pertanyaanpertanyaan analis, dan menulis catatan singkat sepanjang
penelitian. Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka, yang
didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum dan analisis informasi dari
parapartisifasi. Analisis data kualitatif yang dilaporkan dalam artikel-artikel jurnal
dalam buku-buku ilmiah sering kali menjadi model analisis yang umum digunakan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan

dengan langkah-langkah sebagai berikut:
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a. Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data
dengan berbagai macam cara seperti : observasi, wawancara, dokumentasi dan
sebagainya.
b. Reduksi Data
Reduksi Data mengacu pada proses memilih, menyederhanakan,
mengabstraksi, dan mengubah data yang muncul dalam catatan lapangan tertulis
atau transkripsi. Reduksi data sering pilihan paksa tentang aspek mana dari data
yang dikumpulkan harus ditekankan, diminimalkan, atau disisihkan sepenuhnya
untuk kepentingan penelitian.
c. Penyajian Data
Penyajian data yaitu sebagai kumpulan informasi tersususun yang
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan
tindakan. Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi
dan mengarah pada analisa dan tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.
Alasan dasar dilakukan pada tahapan ini adalah menyerderhanakan informasi
yangkompleks ke dalam suatu bentuk yang disederhanakan dan mudah dipahami.
d. Kesimpulan Data
Langkah terahir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari awal
pengumpulan data, kualitatif, keteraturan, pola, penjelasan, kemungkinan
konfigurasi, arus kasual, dan preposisi. Verifikasi mungkin sesingkat pemikiran
kedua yang sekilas melintas pikiran pengidentifikasi selama menulis. Digunakan

untuk menggambarkan semua data yang akan dikumpulkan untuk dituliskan
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kesimpulan, yang mudah dipahami oleh peneliti lain
3.6 Jadwal dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan diilaksanakan di Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APM2PKB) Kota Medan. Analisis ini
dimulai sejak judul tugas akhir ini disetujui oleh Dosen pembimbing. Kemudian

waktu yang akan digunakan dari persiapan penyusunan tugas akhir ini dapat dilihat

pada tabel
Tabel 3. Jadwal Kegiatan Penelitian
Uraian ) )
2023 2024 2024 2024 | 202
3 4 4 4 4 4 4

1 | Pengajuan

Judul
2 | Penyusunan

Proposal
3 Seminar

Proposal
4 Perbaikan

Proposal
5 Penelitian
6 | Penyusunan

Skipsi
7 Seminar

Hasil
8 | Perbaikan

Skripsi
9 Sidang Meja

Hijau
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

1. Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana (DP3APMP2KB) Kota Medan Menangani tindak Kekerasan
Perempuan sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari Peranan
Hubungan Antar Pribadi Dimana DP3APMP2KB sudah melakukan
kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi tentang
pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Peranan yang Berhubungan
dengan Informasi DP3APMP2KBsudah menjalanan tugasnya dengan baik,
dimana dinas memberikan informasipengaduan melalui online ataupun
offline yang dimana pihak DP3APMP2KBsudah membuat platform agar
masyarakat mengetahui dan mudah dalam melapor kekerasan terhadap
perempuan dan mendapatkanpenanganan dariDP3APMP2KB. Peranan
Pembuat Keputusan DP3APMP2KB sudah berjalan dengan baik,
dimanaDP3APMP2KBKota Medan membantu korban melaluipemulihan
psikosisoal, kesehatan, dan menyediakan rumah aman bagi korban.

2. Faktor-faktor yang menghambat Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Medan Menangani tindak
Kekerasan Perempuan yaitu Rendahnya Kesadaran Masyarakat, Kurangnya

Tenaga Ahli, Kurangnya Dana Operasional.
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5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, maka
peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukkan atau bahan
pertimbangan bagiDP3APMP2KBKota Medan khususnya dalam menjalankan
perannya dalam menangani kekerasan pada perempuan dapat berjalan secara

maksimal. Adapun saran-saran tersebut yaitu:

1. Rendahnya Tingkat Kesadaran Masyarakat Perlu adanya kesadaran masing-
masing pihak agar pencegahan dan penanganan kasus bisa mendapatkan solusi
yang tepat dan maksimal dan bersama-sama memberantas kekerasan seksual
terhadap perempuan dan anak agar kasus terebut tidak meningkat setiap tahun dan
juga karena dipengaruhi oleh tidak terbukanya masyarakat terhadap kasus yang
menimpanya sehingga sulit untuk mendapat informasi demi keberlangsungan
penanganan ataupun kurangnya pemahaman masyarakat yang disebabkan

rendahnya tingkat pendidikan

2. Kurangnya Tenaga Ahli Diharapkan peningkatan sumber daya manusia atau skill

dari staff/pegawai serta kerjasama harus tetap dijaga juga

3. Kurangnya Dana Operasional Kedepannya, pemerintah lebih memaksimalkan
lagi kebijakan anggaran dari yang sebelumnya mengingat besarnya biaya yang

dikeluarkan sebanding dengan tingginya tingkat kekerasan terhadap perempu
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PERATURAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang
pengesahan konvensi PBB mengenai penghapusan segala bentuk
diskriminasi trerhadap wanita.

Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Terhadap Perempuan merupakan momentum sejarah bagi bangsa
Indonesia, khusunya perempuan.

Peraturan daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 3
Tahun 2019 tentang perlindungan Perempuan
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LAMPIRAN
Lampiran 1. Pedoman Wawancara
Peranan yang Hubungan Antar Pribadi (Interpersonal Role)

e Apa saja bentuk dukungan emosional dan psikososial yang diberikan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdyaan Masyarakat dan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota
Medankepada korban kekerasan Perempuan ?

e Apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdyaan
Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DP3APMP2KB) Kota Medan mendampingi para korban kekerasan perempuan
sesuai dengan peraturan dan langkah-langkah yang sudah ditetapkan ?

e Bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdyaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DP3APMP2KB) Kota Medan memastikan adanya pendampingan yang efektif
bagi korban kekerasan selama proses pemulihan mereka?

Peranan yang Berhubungan dengan Informasi (Informational Role)

e Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdyaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DP3APMP2KB) Kota Medan dalam menindaklanjuti Isu/Informasi terkait
kekerasan perempuan yang beredar di masyarakat?

e Bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Pemberdyaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DP3APMP2KB) Kota Medan menyebarkan informasi dan edukasi kepada
masyarakat tentang isu kekerasan terhadap perempuan dan hak-hak mereka?

e Apakah Kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Pemberdyaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana (DP3APMP2KB) Kota Medan dalam menuntaskan Kekerasan
Perempuan di Kota Medan?
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Peranan Pembuat Keputusan (Decisional Role)

e Apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdyaan
Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DP3APMP2KB) Kota Medan memiliki program khusus yang berfokus pada
pendidikan masyarakat tentang cara melaporkan kasus kekerasan? Jika iya,
bagaimana implementasinya ?

e Apa tantangan terbesar yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdyaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Medan dalam menjalin hubungan
dengan lembaga penegak hukum terkait kasus kekerasan terhadap perempuan?

e Bagaimana proses pengembangan kebijakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdyaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Medan untuk melindungi
perempuan dari kekerasan?

e Apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdyaan
Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DP3APMP2KB) Kota Medan membangun kerjasama dengan organisasi non-
pemerintah dan komunitas lokal dalam menangani kekerasan terhadap
perempuan?
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Lampiran 2. Identitas Informan

1. Informan Utama

Nama : Anasansor Siregar, SE
Umur : 38 Tahun
Jabatan : Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

2. Informan Kunci

Nama : Watini Sari Dewi, SHMH
Umur : 43 Tahun
Jabatan : Ketua Tim Perlindungan Hak Perempuan

3. Informan Tambahan

Nama : Hotma Sitorus
Umur : 28 Tahun
Status : Perempuan Korban Kekerasan

4. Informan Tambahan

Nama : Fatimah
Umur : 31 Tahun
Status : Perempuan Korban Kekerasan

5. Informan Tambahan

Nama : Tetty Siahaan

Umur : 53 Tahun

Status : Perempuan Korban Kekerasan
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Lampiran 3. Kantor DP3APMP2KB Kota Medan
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Lampiran 4. Foto Bersama Watini Sari Dewi, SH, MH
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Lampiran 5. Surat Keterangan Riset
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Lampiran 6. Surat Pernyataan
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Lanpiran 7. Foto Bersama Bapak Anas Ansor Siregar, SE
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Lampiran 8. Surat Pernyataan Pelaksanaan Riset
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Lampiran 9. Surat Selesai Riset
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Lampiran 10. Dokumentasi Bersama Ibu Hotma Sitorus
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Lampiran 11. Dokumentasi Bersama Ibu Fatimah
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Lampiran 12. Dokumentasi Bersama Ibu Tetty Siahaan
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